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Sumber dan Apresiasi Pelayanan BOK @
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Substansi
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Undang-Undang RINo. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman R|
Undang-Undang RINo. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
. Undang-Undang RINo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Perpres RINo. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
. Peraturan Ombudsman RI No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Ombudsman RINomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan,
dan Penyelesaian Laporan

6. Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan OmbudsmanRI

7. Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2022

Desain dan Tata Letak

Keasistenan Pencegahan Ombudsman Rl Provinsi Jawa Barat

Penyunting
Keasistenan Pencegahan Ombudsman Rl Provinsi Jawa Barat

Material

IMA
GE

Batik : Motif Karya Griya Difabel Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

lcon dan vector: Aa BbCC EltgujaiaaTtr;osrgr?;:
fieepicscom 1234567 Margadeth, dan Farmhouse
Foto dan Gambar: Humas Ombudsman RI, Humas Perwakilan

Ombudsman Rl Provinsi Jawa Barat, Humas Kementerian Sosial Rl
Instagram Presiden Joko Widodo, dan freepick.com
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Pindai atau Kiik Untul
Melihat Kegiatan
Ombudsman RI
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Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawam
penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh:

Penyelenggara Negara .
& Pemerintahan

yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Tugas Wewenang

Menerima Laporan atas dugaan Meminta keterangan secaralisan
Maladministrasi dan/atau tertulis
Melakukan pemeriksaan Memeriksa keputusan,
substansiLaporan surat-menyurat, atau dokumen lain
Menindaklanjuti Laporan dalam Meminta klarifikasi dan/atau
ruang lingkup kewenangan s 2 salinan dokumen yang diperlukan
Melakukan investigasiatas ‘ ) Melakukan pemanggilan terhadap

prakarsa sendiri Pelapor, Terlapor, dan pihak lain

Melakukan koordinasi dan kerja sama Membuat Rekomendasi mengenai
— = penyelesaian Laporan

Membangun jaringan kerja

Menyampaikan saran guna perbaikan
Melakukan upaya pencegahan dan penyempurnaan organisasi
Maladministrasi dan/atau prosedur pelayanan publik




Tentang Ombudsman RI

Ombudsman Rl dalam pelaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu penyelesaian laporan
masyarakat dan pencegahan maladministrasi, Ketua dan Anggota Ombudsman Rl dibantu
oleh Asisten Ombudsman Rl dan Sekretariat Jenderal

Pada Kantor Pusat:

Keasistenan Utama Manajemen Mutu

~

Pt

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat

Sekretariat Jenderal L Q_E
-

rd Keasistenan Utama Resolusi & Monitoring

Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi !

Pada Kantor Perwakilan (34 Provinsi)

Kepala Perwakilan  Sekretariat

Lg Keasistenan Pengaduan Masyarakat

Keasistenan Pencegahan

Keasistenan Pemeriksaan

Ombudsman Rl merupakan anggota International
Ombudsman Institute (IOl) yang berkedudukan di
Austria. IOl menaungi kerja samalembaga-lembaga
Ombudsman di seluruh dunia dan beranggotakan
lebih dari 200 anggota yang berasal dari lebih dari
100 negara di seluruh dunia.
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Standar Pelayanan
- Klik atau pindai untuk
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Resolusi Sidang Majelis Umum PBB
pada 16 Desember 2020 di New
York, sebagai pengakuan dunia
atas peran lembaga Ombudsman
di seluruh dunia dalam mempromo-
sikan administrasi yang baik, HAM,
good governance dan supremasi
hukum.
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Terima Saran Ombudsman RI, KKP Resmi Setop
EksporBenih Lobster

Ombudsman RlUngkap 397 Komisaris BUMN
Rangkap Jabatan

Kementerian Pertanian Gandeng Ombudsman
Rl Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Ombudsman Rl Sampaikan Hasil Kajian
Implementasi Reforma Agraria

Ombudsman Rl Selamatkan Duit Rakyat Rp 92
Miliar, Asuransi Jadi Aduan Terbanyak

Ombudsman RI: Kemenkeu Belum Jalankan
Putusan Inkrach Pengadilan Senilai 258,6 M

Ombudsman Sidak Pelabuhan Tanjung Priok,
1,4 Juta Ton Produk Impor Hortikultura Ditahan

Ombudsman Rl Minta Pemerintah Perbaiki
Pelayanan Penyandang Disabilitas

Ombudsman Rl Serahkan DIM RUU Kesehatan
ke Komisi IXDPRRI

Ombudsman Rl Temukan 3 Pelanggaran dalam
TWK Pegawai KPK
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Produk Hukum OmbudsmanRI

Laporan Akhir Hasil
Pemeriksaan (LAHP)

Produk penyelesaian Laporan Masyarakat/
inisiatif investigasi, yang apabila dugaan
Maladministrasi terbukti, berisi tindakan
korektif yang harus dijalankan oleh Terlapor
atau Atasan Terlapor.

Laporan Hasil Analisis

Produk pencegahan Maladministrasi (kajian
cepat/sistemik), yang apabila terdapat
potensi Maladministrasi, berisi saran per-
pbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/
atau prosedur pelayanan.

Produk terakhir dalam penyelesaian
laporan masyarakat/inisiatif investigasi,
apabila tindakan korektif (setelah proses

resolusi & monitoring) tidak dilaksanakan
oleh Terlapor/Atasan Terlapor.

Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksa-
nakan oleh Terlapor/Atasan Terlapor. Jika
tidak, dikenai sanksi administrasi sesuai
ketentuan yang berlaku.

Bagi Kepala Daerah yang tidak menjalan
kan Rekomendasi, dilakukan pembinaan
khusus oleh Kementerian dan tugasnya
dijalankan oleh wakil/pejabat yg ditunjuk

Ombudsman RI, silakan
klik atau scan

Tentang Rekomendasi o
e

Tahun 2022, hanya ada 3 Rekomendasi yang di-
terbitkan oleh Ombudsman RI. Penyelesaian
laporan masyarakat mayoritas selesai pada tahap
pemeriksaan dan/atau tindakan korektif (LAHP)

Sebagai lembaga negera dengan pendekatan pengaruh, kepatuhan terhadap tindakan
korektif, rekomendasi dan saran perbaikan bukan berada di Ombudsman Rl melainkan
berada pada komitmen perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan yang baik dari penyelenggara pelayanan publik. Pada 2022, Ombudsman

RImenerima 22 .197 berbagaijenis pengaduan masyarakat, yang terdiri atas:

11.427 konsultasinonlaporan

6.767 laporan masyarakat

-_‘".

2.478 tembusan _ gt

1.437 responcepat

88 investigasiinisiatif




Pelayanan Publik (1) | 5

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rang- — T A
kaian kegiatan dalam rangka pemenuhan (-::-‘
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peratu- - .

ran perundang undangan bagi setiap warga -’

negara dan penduduk atas pelayanan
administratif, jasa publik dan barang publik

Administratif

Yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam
peraturan perundang-undangan dalamrangka
mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda warga
negara.

Contoh: Akta kelahiran, Akta kematian, KTP,
Persetujuan Bangunan Gedung, Nomor Induk
Berusaha, sertifikat tanah, surat nikah, dsb.

. Barang Publik
- Penyediaan barang publik oleh:

Jasa Publik
Penyediaan jasa publik oleh:

Contoh: penyediaan vaksin, obat untul
burung, infrastruktur jalan raya dll.

Contoh: peradilan, kelalulintasan, keamanan
(jasakepolisian), dan pasar.

Badan usaha yang modal pendiriannya sebagian/seluruhnya bersumber dari kekayaan negara
dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

\:jasa pelayanan transportasi Contoh; Jalan tol, listrik, beras subsidi,
tan udara/laut/darat, jasa penyediaan Bus DAMRI, fasilitas perhubungan (ba
h terminal, stasiun, pelabuhan)..
Ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

“Pelayanan publik, amanat konstitusi yang menjamin hak warga negara dari lahir sampai meninggal”



@ Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

]

P N\

pengelolaan informasi pelayanan konsultasi

pengawasan internal pengelolaan pengaduan




Pelayanan Publik c

@ HakMasyarakat

diantaranya:

1. Mengetahui kebenaranisi standar pelayanan

2. Mengawasipelaksanaan standar pelayanan

3. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan

4. Mendapat pelayanan berkualitas sesuai dengan asas & tujuan pelayanan.

% KewajibanMasyarakat

di antaranya:

1. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan
dalam standar pelayanan;

2. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik.

[N AN BABAKAN Y.
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Hak Penyelenggara

diantaranya:

1. Memberikan pelayanantanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;

2. Melakukan kerja sama;

3. Anggaran penyelenggaraan pelayananan publik

4. Pembelaanterhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan

Kewajiban Penyelenggara @

diantaranya:
1. Menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
2. Mengelola pengaduan

3. Menempatkan pelaksanayang kompeten
4. Memberikan pelayanan berkualitas sesuai asas pelayanan publik




“™ Pelayanan Kelompok Rentan/Marginal

Salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas adalah fasilitas
dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Menyediakan fasilitas yang ramah
kelompokrentan berarti inklusif, bermanfaat untuk semua

Contoh Pelayanan

/I' @ Layanan
“lemput bola”

5 Prioritas antrian
Fakir miskin, @

korbanbencana
alam, korban
bencana sosial.

@ Pendampingan
@ Penyuluhan

9@ Pelayanan
dengan petugas
Lanjut usia, khusus
masyarakat

hukum adat
Klik/pindai untuk

R mempelajari buku
e panduan pelayanan
SHEH: kepadadisabilitas

Wanita hamil/
menyusui
anak_;’nak, Contoh Fasilitas
bayi/balita Tempat duduk/
Loket Prioritas
Penyandang 4D Toilet disabilitas
disabilitas fisik,
intelektual, @ Ruang laktasi
mental, ataupun ,
sarenik @ Zir:kpat bermain
@ Parkir khusus
(_‘,'\ @ Ram Rambatan

dan Pegangan




Pelayanan Kelompok Rentan/Marginal “™

Pelayanan terpadu satu pintu (secara fisik maupun elektronik) hadir seiring tuntu-
tan pemberian pelayanan yang mudah, cepat, dan mengurangi biaya. Saat ini
keterpaduan pelayanan sebagian besar telah dilaksanakan terkait perizinan dan
penanaman modal, tetapi untuk pelayanan jaminan dan pemberdayaan sosial
ekonomi kelompok rentan belum sepenuhnya menjadi prioritas .

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

SLRT hadir untuk turut menjawab kebijakan
pengentasan kemiskinan yang bersifat
fragmentaris, sektoral, reaktif dan belum
melembaga, agar terarah dan berkelanjutan,
juga terpadu.

Pemkab Bandung menjadi salah satu contoh
s 2 : yang sedang mengimplementasikan konsep
Gedung SLRTKab, Bandung. Sumber: Humas Pernkab Bandung SLRT di Indonesia

Pengurangan kemiskinan merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia diharapkan mencapai
angka /7,53 % di Tahun 2024 atau adanya penurunan sebesar 6,5% dari baseline
11,22% di Tahun 2024. Saat ini, kemiskinan menjadi bagian dalam RB Tematik.

Setidaknya, ada 9 substansi pelayanan sebagai sebuah penerapan konsep SLR
yangideal:

| I ! 1‘ r

Kesehatan Pendidikan . Sosial dan Pangan . Energi
f f Ekonomi
l i | t
Pertanian _  Perikanan p Perumahan Adminduk
[ f

Produk & mekanisme layanan, SDM, sarana prasarana, dukungan regulasi dan
anggaran menjadi tantangan untuk mengintegrasikan program program jaminan
dan pemberdayaan sosial ekonomi untuk kelompok rentan. Selama ini, kelompok
rentan identik dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit yang menyelenggarakan
pelayanan sosial, sehingga proses perencanaan yang melibatkan unit lain yang
memiliki program-program jaminan dan pemberdayaan sosial ekonomi belum
terintegrasi.




]O ‘ o Standar Pelayanan

Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban
danjanji penyelenggara kepada masyarakat

05

1. Dasar Hukum 8. Kompetensipelaksana

2. Persyaratan 9. Pengawasaninternal; ]

3. Sistem, mekanisme, 10. Penanganan pengaduan,
dan prosedur saran, dan masukan;

4, Jangkawaktu 11. Jumlah pelaksana;
penyelesaian 12. Jaminan pelayanan !

5. Biaya/tarif 13. Jaminan keamanan

6. Produk pelayanan dan keselamatan

/. Sarana, prasarana, 14. Evaluasikinerja
dan/atau fasilitas

D‘.'{E.ﬁé Kesehatan
"Kab. Cirgbon

2 -




Standar Pelayanan O

Sistem Informasi Pelayanan Publik

Edukasi kepada masyarakat mengenai
hak dan kewajiban dalam pelayanan.

Perlindungan bagi penyelenggara
apabila terdapat pengaduan terhadap
standar pelayanan.

GREEN SERVIS
SKCK POLRESTA CIREBON

Sarana publikasi di ruang pelayanan:

Buku menu layanan, pamfiet, banner,
layar monitor,

Sarana publikasi Elektronik: website berdomain go.id, aplikasi berdasar hukum

dan media sosial @ ' o @ o O o @ 0

Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas:

sistem informasi elektronik dan non elektronik, sekurang-kurangnya meliputi:

profil penyelenggara, profll pelaksana, standar pelayanan, maklumat
pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja.

Visi Misi Produk Layanan Sarana Pengaduan
Motto Persyaratan Mekanisme pengaduan
Layanan

Alur, Mekanisme Jangka waktu
Struktur Pefayanan peny9|esalanpengaduan
Organisasi Jangka waktu Pengelola/Petugas

: Pengaduan
Makiiinsat penyelesaian
Pelayanan Biaya/Tarif
* Layanan

Kompensasi
Pelayanan Survey Kepuasan

Masyarakat




() standarPelayanan

Kepatuhan terhadap kewajiban memenuhi standar pelayanan publik di Indonesia
masih menjadi tantangan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik
berkualitas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Rl
tahun 2022 terhadap:

(g ﬁ[ﬁ Kementerian Wl Lembaga llll yy Provinsi
>) 5S4lunitlayanan = 87unitlayanan S) =g 117 unitlayanan
O 941 produk _W 524 produk O 7”’ 112 produk

Il ﬁf/f IE Kabupaten Kota
= =) 2719 unitlayanan 640 unit layanan
Ml & 322 produk 191 produk

Haslilnya, baru 272 (Kementerian, Lembaga dan Daerah) yang mendapatkan
Kepatuhan Tinggi terhadap standar pelayanan, sedangkan 250 (Kementerian,
Lembaga dan Daerah) mendapatkan Kepatuhan Sedang, dan 64 Daerah
mendapatkan Kepatuhan Rendah.

B Kepatuhan Rendah Kepatuhan Sedang " KepatuhanTinggi
E |
10,92% 42,66% 46,42%

Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan di
Wilayah Provinsi Jawa Barat

Pengetahuan dasar terkait pelayanan publik, misalnya standar pelayanan, bentuk-

bentuk Maladministrasi, tugas dan wewenang pelaksana pelayanan, dan pelayanan

ramah kelompok rentan, masih rendah khususnya petugas pelayanan. Pengawasan
internal dan penjaminan mutu terhadap layanan belum secara berkala dilakukan.

Kewajiban untuk mengelola sistem informasi pelayanan publik belum optimal, sarana

media elektronik (website, aplikasi dan media sosial) dan ruang pelayanan yang ada

belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk melakukan publikasi mengenai standar
pelayanan. Jika pun terdapat informasi belum utuh dan terpadu.

Pengelolaan pengaduan belum menjadi arus utama perbaikan pelayanan publik,
kegiatan evaluasi, pembinaan terhadap petugas, jangka waktu penyelesaian (tertib

administrasi), integrasi sarana pengaduan dan kompetensi petugas pengaduan masih
perlu perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan.




Peran Serta Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat (warga negara maupun pen-
duduk yang menerima manfaat pelayanan secara langsung atau tidak langsung)
bukan hanya sebagai objek yang menerima pelayanan, tetapi memiliki posisi penting.

Praktik Baik

e

Standar Pelayanan Publik = 4

Stasiun Moranting Peranian Kelns | Bandunp |

Stasiun Karantina Pertanian
Kelas 1 Bandung, melibatkan
secara aktif para pengguna
layanan dalam menyusun &
menetapkan standar pelaya
nan (dibahas, disepakati, di-
tandatangani bersama) & di-
beri waktu jika masih kebera
tan terhadap usulan standar
pelayanan.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak
penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian pengharga-
an. Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam
menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Pelayanan Tidak Sesuai Standar

NANKANAN AGUNG REPUNLIK INDONESIA D
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

b P 310 sy #9715

—
- -

Maklumat Pelayanan yang ditetapkan @
oleh penyelenggara pelayanan salah
satunya memuat janji kesediaan untuk

menerima sanksi dan/atau kompensasi R
apabila pelayanan yang diberikan tidak v % — ¢ 2
sesuai standar. Khusus untuk kompensa Bl KOMPENSASI 0

si pelayanan, baru sedikit instansi yang
sanggup melaksanakan.

L i

Praktik Baik )

Pengadilan Tinggi Bandung memberikan
kompensasi pelayanan berupa souvenir,
prioritas waktu & antrian, permohonan maaf dan penjelasan secara tertulis apa-
bila terdapat pelayanan tidak sesuai standar pelayanan kepada masyarakat.
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14 | Maladministrasi
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Tidak ada korupsi yang tidak diawali maladministrasi, korupsi adalah puncak
daritindakan maladministrasi baik berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang,
penyimpangan prosedur, keberpihakan maupun bentuk-bentuk perbuatan
\_ maladministrasilainnya yang kemudian menyebabkan kerugian.

Pengertian

Perilaku atau perbuatan melawan hukum, @ dalam penyelenggaraan
melampaui wewenang, menggunakan pelayanan publik

wewenang untuk tujuan lain dari yang @ yang dilakukan oleh penyelenggara
menjadi tujuan wewenang tersebut, negara dan pemerintahan

termasuk kelalaian atau pengabaian @ yang menimbulkan kerugian materiil
kewajiban hukum dan/atau immateriil bagi masyarakat
dan orang perseorangan.

Empat Besar Dugaan Maladministrasi

TI . 1 42 Penundaan Berlarut
8 . 049 Penyimpangan prosedur
7. 405 Tidak memberikan pelayanan

.I : 696 Penyalahgunaan wewenang

(Data Ombudsman Rl hasil Konsultasi, Laporan

\ dan [nisiatif tahun 2017-2022)

klik atau pindai untuk
memahami maladministrasi




Maladministrasi

Memahami Untuk Dihindari

o)<

vX
1.9

Penundaan Berlarut, merupakan perbuatan mengulur waktu
penyelesaian layanan atau memberikan layanan melebihi baku
mutu waktu darijanjilayanan.

Penyimpangan Prosedur, merupakan penyelenggaraan layanan
publik yang tidak sesuai dengan alur atau prosedur layanan;
Menambah atau mengurangi proseduryang telah ditetapkan.

Tidak Memberikan Pelayanan, merupakan perilaku mengabaikan
tugas layanan sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat
yang berhak atas layanan tersebut,

Penyalahgunaan Wewenang, merupakan perbuatan melampaui
wewenang, melawan hukum, dan/atau penggunaan wewenang
untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut dalam proses
Pelayanan Publik.

Permintaan Imbalan, merupakan permintaan imbalan dalam
bentuk uang, jasa maupun barang secara melawan hukum atas
layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Maladministrasi, yang paling
utama adalah ketidakpatuhan penyelenggara terhadap penerapan standar
pelayanan, karenanya pengawasan internal dan eksternal perlu dilakukan

untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

Pengawasan Internal Pengawasan Eksternal
Dilakukan oleh: Dilakukan oleh:

Atasan langsung (pimpinan unit pelayanan) Ombudsman RI, DPRRI/
dan fungsional pengawas (Inspektorat) DPRD dan Masyarakat

Berdasarkan hasil Penilaian Ombudsman Rl tahun 2022, unit layanan di wilayah
Provinsi Jawa Barat, frekuensi pengawasan internal mengenai implementasi
standar pelayanan perlu ditingkatkan secara berkala agar meminimalisir potensi

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



Maladministrasi

Maladministrasi tidak sekedar perilaku atau perbuatan penyelenggara

pelayanan publik yang menyimpang, tetapilebih dari itu memiliki dampak
kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat

Jenis-Jenis Asas-Asas
Maladministrasi Pelayanan Publik
Penundaanberlarut  ....ccooiviiiiiiiiinn, B e Ketepatan waktu
Tidak memberikan pelayanan .................. > s Keterjangkauan
Tidak Kompeten ...coccoeveeveveeennee. B ST Keprofesionalan
Penyalahgunaan wewenang  -cooeeeeenen. I et Kepastian hukum
Pernintaanimbalan - sssssesssmmmummm e Akuntabilitas
Penyimpangan prosedur ..... ><, ... Keseimbangan hak dan kewajiban
Bertindak tidak patut ...»<... Perlakukan khusus bagi kelompok rentan
Berpibak s P S Persamaan perlakuan
Konflikkepentingan  ....cc.eeeennee. e e Kepentingan umum
DISKIMINASH e i B s s e Kesamaan hak




Pengaduan Masyarakat o | ]7

9% % .24

Pengaduan adalah bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik. Bukan
tentang citra, pengaduan adalah harapan perbaikan dari masyarakat dan

sarana evaluasibagi penyelenggara. Mengelola pengaduan, berartiusaha
untuk terus menerus memperbaiki pelayanan.
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Tantangan Pengelolalan Pengaduan
Tata kelola Integrasi dan Evaluasi Keamanan dan
Pelapor tidak yakin Belum terintegrasi dan belum Perlindungan
laporannya akan di terpadu (sarana elektronik/non Konsekuensi melapor,

tindak lanjuti, proses elektronik, nasional/lokal). keamanan & kenyama
tdk akuntabel, tindak Evaluasi hasil pengelolaan nan terganggu (periu

lanjut tidakjelas. pengaduan belum menjadi arus adanya jaminan &
(perlu adanyajangka utama dalam pengambilan kebijakan perlindungan bagi
waktu penyelesaian & perbaikan pelayanan publik Pelapor)

proseduryang jelas)



O Pengaduan Masyarakat

Kewajiban Penyelenggara

Menyediakan dan mempublikasikan
sarana pengaduan untuk mengelola
pengaduan pelayanan publik

EJLAPOR!

LATAMAN ASPIRAS| DAN PENOADUAN ONLINE RAKYAT
I?.___.-___f

{ 3

) |
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Mensosialisasikan mekanisme dan
prosedur pengelolaan pengaduan

Menyalurkan pengaduanyang bukan
kewenangannya kepada penyelenggara
lain yang berwenang

Menerima, menanggapi, memproses,
dan menyelesaikan setiap pengaduan

Melakukan pencatatan dan pelaporan
pengelolaan pengaduan

d & & O & O

Melakukan pemantauan dan evaluasi
atas pengelolaan pengaduan.

Penerimaan Pengaduan Penelaahan & Klasifikasi
Pemeriksaan kelengkapan |dentifikasi masalah,
dokumen pengaduan dan pemeriksaan substansi
pencatatan serta pembenan pengaduanj klarifikasi,

tanggapan kepada pengadu. evaluasi bukti.

Mekanisme dan Tata Cara
Pengelolaan Pengaduan

Penyaluran Pengaduan Penyelesaian Pengaduan

Meneruskan pengaduan kepada Saran penyelesaian kepada pejabat

penyelenggaralainyang berwenang, terkait diinternal, pemberianinformasi

dalam hal substansi pengaduan kepada pengadu, pelaporan tindak

tidak menjadi kewenangannya. lanjut, & pengarsipan.
‘




Pengaduan Masyarakat 0

Selain tata kelola internal pengelolaan pengaduan , salah satu hal dasar adalah
bagaimana menerima/merespon masyarakat yang menyampaikan pengaduan

1 Sikap

Rasaingin tau, terbuka, empati, mendengarkan, menumbuhkan kepercayaan
(tidak menghakimi, tidak beropini, tidak menyimpulkan di awal)

Pergeseran dari prosedural hukum/aturan semata menjadi pencarian solusi
bersama dalam menyelesaikan masalah

Secepatnya menyampaikan tanggapan, perkembangan, tindak lanjut dan
penyelesaian. Informasi dan komunikasi adalah kunci. Penundaan berlarut dan
tidak memberikan pelayanan sebagai 2 (dua) terbesar dugaan maladministrasi
yang diterima oleh Ombudsman Rl dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
mengindikasikan bahwa responsivitas penyelenggara pelayanan dalam
memberikan pelayanan dan mengelola pengaduaninternal perlu ditingkatkan.

Sikap dan respon adalah interaksi awal dengan masyarakat yang akan
mempengaruhi substansi proses pelayanan dan pengaduan
masyarakat selanjutnya
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Ketentuan Umum dalam Pengelolaan Pengaduan

Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi
pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi
informasilengkap atau tidak lengkapnya materi pengaduan

Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi
materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara
atau ombudsman. Apabila tidak melengkapi, sesuai waktu

tersebut dianggap mencabut pengaduan

Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan
pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas
pengaduan dinyatakan lengkap*. Keputusan sebagaimana
dimaksud wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan

“Tidak ada pintu pengaduan yang salah”
(No Wrong Door Policy)

Pengelolaan pengaduan mengedepankan prinsip menerima
pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun serta menjamin
bahwa pengaduan akan disalurkan kepada penyelenggara
pelayanan publik yang berwenang menangani,

Karenanya, mengelola pengaduan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam pelayanan publik tidak hanya memerlukan
tata kelolainternal, tetapi petugas yang kompeten. “Tidak ada
pintu pengaduan yang salah” prinsip tata kelola pengaduan
untuk meraih kepercayaan masyarakat & peningkatan kualitas
pelayanan

*Dalam perkembangannya, ketentuan jangka waktu penyelesaian 60 (enam puluh),
terdapat kemungkinan akan lebih lama dengan diaturnya peraturan teknis masing-
masing di setiap instansi karena mempertimbangkan kompleksitas penyelesaian

masalah pengaduan




Kolaborasi O

Penyelenggara, antarunit/perangkat, pemerintah desa, kab/kota, provinsi
dan pusat harus berkolaborasi untuk saling mendukung perbaikan
penyelenggaraan pelayanan publik.

Unit yang memiliki fungsi perencanaan: memastikan
perencanaan dan penganggaran mendukung pemenuhan
standar pelayanan dan dukungan terhadap evaluasi dan
pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan

Unit yang memiliki fungsi pengawasan: melakukan penga
wasan internal secara berkala internal terhadap penyeleng
garaan pelayanan publik bekerja sama dengan pimpinan
unit layanan dengan menggunakan indikator standar
pelayanan

Unit yang memiliki fungsi pengembangan SDM: Melakukan
bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan tentang
tugas ASN/Non ASN sebagai pelayan publik dengan
kompetensi minimal memahami ruang lingkup pelayanan
publik, standar pelayanan, bentuk-bentuk maladministrasi,

tugas wewenang dan layanan ramah kelompok rentan/
marginal

Unit yang memiliki fungsi komunikasi dan informatika:
Membantu unit penyelenggara pelayanan dalam me
ngelola sistem informasi pelayanan publik yang terpadu
dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat

Sekretaris/Pimpinan Kesekretariatan pada
D PlEEESHI K/L/D sebagai penanggung jawab pelayanan
SO wj_le = Y publik bertugas mengordinasikan kelancaran

= =) ﬁ&; ,_ penyelenggaraan pelayanan publik sesuai j ) QQD '?::.j;-"._ﬁj
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@\ jokowi @ Dua orang perwakilan warga
suku Anak Dalam di Jambi hadir di
stana -‘JE';_“IB-"& stang 1 arsama para
perwakilan penenma sertifikat hak
atas tanah untiuk rakyat lsinnya dari 33
provins. Sertifikat vang merzks terima
zdalah hasil penyeiessian konflik
agrarig cli Provinsi Jambs,

sdjfa MEengapresias: Kerg Keras
Kementenan Agrara dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasiona

QY W

90189 likes

Masyarakat Suku Anak Dalam 113 di Kabupaten Batanghari dan Muaro
Jambi, Provinsi Jambi memiliki riwayat konflik yang panjang dengan PT.
BSU, salah satu perusahaan sawit sejak tahun 1989,

Ketika HGU milik PT. BSU tersebut akan berakhir, Masyarakat Suku
Anak Dalam 113 mengadukan permasalahannya kepada Ombudsman
dengan harapan untuk mendapatkan kembali tanah adat (komunal)
tersebut, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomi.

Ombudsman Rl melalui Keasistenan Utama IV kemudian melakukan pe
meriksaan kepada para pihak baik Kementerian ATR/BPN RI, Pemerintah
Provinsi Jambi, hingga di tingkat Kabupaten seperti Pemerintah Kab.
Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan perusahaan.

1 Desember 2022, Pelapor yang diwakili
oleh Sdr. Nurman dan Sdr. Mahyudin
menerima secara langsung Sertifikat
yang diberikan oleh Presiden Jokowi
dilstana Negara Nomor 0076/Singkawang
atas nama Abas Subuk dkk tanggal 29
November2022.




Untuk Publik ()

Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sejak peletakan batu pertama proyek Kereta
Cepat Jakarta Bandung (KCJB) oleh Presiden
Jokowi pada tanggal 21 Januari 2016, pembe
basan tanah menjadi salah satu perhatian uta
ma pemerintah. Ombudsman Rl di antaranya
berkontribusi dalam memastikan prosedur
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pem
bangunan untuk kepentigan umum, mulai dari
perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pe
nyerahan hasil, sehingga hak dan kewajiban ma
syarakat dalam pelayanan ganti rugi terpenuhi.

Pada tahun 2020, salah satu laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh
Perwakilan Ombudsman Rl Provinsi Jawa Barat, telah membuktikan adanya
penundaan berlarut terhadap ganti rugi pengadaan tanah KCJB di wilayah
Kabupaten Bandung Barat senilai:

Rp. 6.924.960.000,-

(enam milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
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Internet Daerah 3T (Terpencil, Terluar, Tertinggal)

Berdasarkan Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024, pemerintah menyediakan
akses internet di 121.721 lokasi di wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) di
kawasan prioritas dan lokasi layanan publik. Pelaksana program tersebut adalah
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dengan kewenangan
membantu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyediaan
layanan telekomunikasi dan informasi. Titik yang menjadi pusat penyediaan layanan:

Ombudsman Rl Berikan Enam Saran Perbaikan dalam Layanan
Frogram Penyediaan Akses Imternet dif Dasrah 3T
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Puskesmas Balai Latihan

Ombudsman Rl mengawasi penyelenggaraan
dan melakukan analisa terhadap prosedur usu-
lan akses internet, implementasi penyediaan
akses internet dan monitoring serta penanganan
keluhan akses internet. Berdasarkan kajian tahun
2022, Ombudsman Rl menyampaikan saran per-
baikan diantaranya:

Perbaikan Prosedur: Skema pengajuan di luar
aplikasi PASTI (Proposal/Fasilitasi/FGD), men
jamin ketepatan hasil scoring/verifikasi dengan
implementasi dilapangan, membuat SOP peng-
amanan aset BMN dilapangan.

Menjamin Kepastian: jangka waktu dalam keseluruhan proses usulan akses internet,
bimbingan apabila usulan tidak lengkap, tugas dan tanggung jawab PIC lapangan,
dan memasti kan secara jelas mengenai “bentuk surat dukungan” dari pejabat peme
rintah terkait kelengkapan pendaftaran organisasi pengusul akses internet.



Untuk Republik Q

Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
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34,3 31,2 27,2 25,3 25,3

*Anggaran belanja subsidi pupuk
(dalam triliun rupiah) tahun 2019
sampaidengan tahun2023.

Anggota Ombudsrian R, Yeka Hendra

Fatika mengunjungl Gudang Lini 1 PT.

Pupuk Iskandar Muda (16/06/2023) di i
Keude Krueng Geukueh, Kabupaten 00
Aceh Utara. Guna memastian keterse-

diaan Pupuk Bersubsidi di wilayah
ProvinstAceh, Sumut, Sumbardan Riau.

Peran Ombudsman Rl Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Program

Pupuk Bersubsidi
Kajian Sistemik (Systemic Review) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS)
“Tentang: Pencegahan Maladministrasi “Tentang: Maladministrasi dalam
dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi” Pendataan dan Penebusan Pupuk

Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani”
Ruang lingkup yang dikaji dari hulu ke
hilir: Kriteria Petani Penerima Pupuk Ruang Lingkup yang diperiksa:
subsidi, Pendataan, Pengadaan, Pendataan dan Penebusan.
Penyaluran dan Pengawasan.

Padatahun 2021dan 2022, Ombudsman Rl telah menyampaikan saran perbaikan dan
tindakan korektif kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait

1. Perbaikan perencanaan kebijakan 4, Perbaikan penyaluran dan penebusan
2. Perbaikan kriteria petani penerima 5. Perbaikan desain perencanaan

pupuk bersubsidi anggaran kebijakan pupuk bersubsidi
3. Perbaikanpendataan 6. Perbaikan pengawasan
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Green Service Polresta Cirebon

Telah banyak praktik baik yang dilakukan oleh setiap
penyelenggara pelayanan publik, tetapi belum
banyak proses pelayanan yang berkaitan langsung
dengan lingkungan untuk tujuan pembangunan
berkelanjutan. Polresta Cirebon sejak Agustus
2022 telah menginisiasi “Green Service” sebagai
upaya masyarakat untuk menggiatkan daur ulang
sampabh.

-

GREEN SERVICE
SATPAS POLRESTA CIREBON

Polresta Cirebon bekerja sama dengan
Dinas Lingkungan Hidup Kab.Cirebon
dalam program Green Service untuk
pembiayaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) dalam pem-
buatan SIM dan SKCK cukup me-
nggunakan sampah plastik dengan
menabung Sampah p[aStlk ke bank EInkﬂmtltmasD\Eﬁ.&-ﬂlmhrakﬂrlpkai-laﬂnmamk‘anSIHHMII |
sampah yang terdapat di Kab. Cirebon. Grean Service kepada masyarakal, Foto: Humas Polresta Clrebon

SIMPATI (Sistem Pencegahan Stunting) Kab. Sumedang

Adalah salah satu program Sumedang Digital Region kerja sama Pemkab Sumedang
dengan Telkomsel. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang digalakkan
Kab. Sumedang mulai menuai hasil. Dari 77. 267 balita
di Kab. Sumedang, kini tinggal 8,17 persen mengalami
stunting. Angka tersebut menurun cukup signifikan
jika dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai
32,2 persen. Aplikasi tersebut menyajikan sejumlah
data dan informasi yang jelas seperti desa dengan
angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik
anak yang terkena stunting (by name by address),
hingga penyebab terjadinya stunting di desa
tersebut. Dengan data yang valid dan teknologiyang
membuat proses pengambilan kebijakan pelayanan
yang tepat, Kab. Sumedang telah memberi praktik
baik bagi daerah lain dalam penanganan stunting.

éhmbmfmu;.lamanwabmesﬁnpraﬂ'ﬁumeﬁang
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Terus berbagi dan saling belajar, adalah jalan utama perbaikan pelayanan publik.

Sekat-sekat yang menyebabkan ego sektoral antar unit, antar daerah, pusat dan

daerah, instansi pelaksana dengan instansi perencana dan pengawas perlu per-

lahan dihilangkan, karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan sendiri dalam
penyelenggaraan pelayanan publik

Klik atau pindai untuk file-file pembelajaran terkait
pelayanan publik (buku, panduan/modul, artikel,
cerita inovasi, peraturan, video, audio dsb). Anda
memiliki file tentang pelayanan publik? mari berbagi
dan kirim melalui email orijabar.ombudsman.go.id
atau hubungi Whatsapp: 0811-986-3737.




Ombudsman Rl sejak awal menempatkan diri
sebagai lembaga negara mitra dalam perbaikan
penyelenggaraan pelayanan publik. Ini penting
untuk dipahami seluruh pemangku kepentingan.
Fungsi pencegahan dan kemitraan dikedepankan
untuk memperbaiki bersama pelayanan publik

kepada masyarakat.
9
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Plh. Kepala Perwakilan

A TIKPIEBLIKFMNTIKREFPIELIK

Kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan
adalah harga mati sebagai dasar pelayanan publik
berkualitas. Ikhtiar kecil melalui buku saku pelayanan
publik ini sekadar mereflieksikan kembali sejenak
tentang hal-hal dasar dan kewajiban kita sebagai

. éﬁrﬁ’*’]{ﬁ%m penyelenggara pelayanan publik. @ @

Kepala Keasistenan Pencegahan
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